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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini industri perbankan merupakan salah satu usaha yang
diharapkan dapat menjadi salah satu usaha di bidang ekonomi yang dapat
memperbaiki kehidupan ekonomi di Indonesia yang pada waktu sebelumnya
mengalami krisis moneter. Oleh karena itu industri perbankan diharapkan dapat
berjalan dengan baik sehingga pembangunan di Indonesia pun berjalan dengan baik
dan pada akhirnya kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud dengan baik.

Sektor perbankan sebagai salah satu lembaga yang menghimpun dana dari
masyarakat telah menunjukkan perkembangan yang baik seiring dengan kemajuan
pembangunan di Indonesia serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan
masyarakat akan jasa perbankan sehingga banyak bank berlomba-lomba dalam
memberikan pelayanan jasanya yang paling baik bagi para nasabahnya. Hal itu oleh
karena bank itu sendiri juga merupakan lembaga keuangan tempat masyarakat
menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya
dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya,
eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat atau nasabah

tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka akan semakin tinggi pula



kesadaran masyarakat untuk menyimpan uang dan menggunakan jasa-jasa perbankan
lain."

Salah satu jasa perbankan adalah dengan memberikan kredit. Dalam Undang -
Undang perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditentukan bahwa yang
dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya,
yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
bank atas jasanya akan mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil
keun’cungan.2

Suatu kredit baru diluncurkan setelah adanya suatu kesepakatan tertulis,
walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai
pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini
sering disebut dengan perjanjian kredit.>

Perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam-meminjam uang
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian
kredit ini tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan bab ketigabelas dari Buku Ketiga
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain perjanjian kredit bank

‘adalah perjanjian tidak bernama sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang

mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam

! Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 1998, him 1

: 2 Munir Faudy, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
hlm 6 ’

3 Ibid, him 31



Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998. Dasar hukumnya dilandaskan kepada
persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debitornya sesuai dengan asas
kebebasan berkontrak *

Pada umumnya perjanjian kredit selalu dalam bentuk tertulis dengan sifat
perjanjian yang berbentuk klausula baku (perjanjian standar). Namun dalam Undang
undang Perbankan tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, berarti pemberian
kredit bank dapat dikakukan secara tertulis maupun lisan.?

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian standar atau kontrak baku adalah:

Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh
pemakainya dan pihak yang lain pada dasamya tidak mempunyai peluang
untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan
hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah,
warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang

diperjanjikan. Dengan kata lain, yang bakukan bukan formulir perjanjian
tersebut, melainkan klausul-klausulnya.®

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 10 Angka 1 tidak
memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula baku

sebagai:’

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang
telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang

dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh konsumen.

4 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2003, him 263

:]bia', him 263
' Sutan !.(en‘l'i Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para
Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, him 63

'7 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlidungan Konsumen, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, him 54



Perjanjian kredit yang berlaku pada bank-bank di Indonesia masih
beranekaragam bentuk dan isinya, karena setiap bank dapat memuat aturan aturannya
sendiri diluar klausul-klausul yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia dan juga
besarnya pinjaman ikut memberi warna kepada klausul-klausul yang dituangkan
dalam perjanjian kredit tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar
jumlah pinjaman yang diberikan, maka semakin terperinci isi perjanjian kreditnya.8

Dari segi bentuknya perjanjian baku tersebut merupakan suatu perjanjian yang
konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Dalam transaksi
perbankan, biasanya perjanjian tersebut telah dipersiapkan oleh bank, sedangkan
pihak lain (nasabah) hanyalah “take it or leave it”. Dengan kata lain bank memiliki
posisi yang dominan, karena tidak adanya posisi tawar sehingga tidak ada
keseimbangan kedudukan dalam perjanjian. Perjanjian baku ini disamping memuat
aturan-aturan yang umumnya biasa tercantum dalam sesuatu perjanjian, memuat pula
persyaratan-persyaratan khusus, baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian,
menyangkut hal-hal tertentu dan/atau berakhirnya perjanjian’

Dalam perjanjian kredit bank timbul semacam kesan, bahwa hubungan antara
bank dan nasabah debitor bukan hubungan kemitraan yang saling memerlukan,
namun terlihat subjek hukum perjanjian kredit bank saling memaksakan

kehendaknya. Bagi golongan pengusaha ekonomi lemah dan menengah dalam

8 Munir Fuady, Op. Cit, him 39-40

® Djuhaendah Hasan,Et.Al, Pengkajian Masalah Hukum kebebasan Berkontrak dan

Perli).ldungan yang Seimbang Bagi Para pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Badan
pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002, him 56 ,



melakukan perjanjian yang demikian tidak terlalu banyak menuntut, sebaliknya pada
saat berhadapan dengan golongan pengusaha ekonomi kuat, pihak bank sering kali
mengalah demi keuntungan yang amat besar yang akan didapatnya. Padahal dalam
hukum perjanjian kita suatu perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad
baik dalam rangka hubungan kemitraan dan demikian halnya dalam membuat dan
melaksanakan perjanjian kredit bank. Bank dan nasabah debitor sama-sama
memerlukan dan membutuhkan dalam upaya untuk mengembangkan usahanya
masing-masing, walaupun dalam kedudukan yang berbeda. 10

Dalam pelaksanaan hubungan antara pihak bank dan pihak nasabah itu sendin
terdapat etika-etika perbankan yang harus dipenuhi. Etika -etika tersebut yaitu; i
1. Adanya prinsip saling menguntungkan

Baik bank maupun nasabah dalam pelaksanaan persetujuan kredit harus
berpedoman pada prinsip saling menguntungkan. Dimana pihak bank memberikan
kredit karena akan memperoleh keuntungan dari hasil pinjaman, sedangkan nasabah

menerima kredit dengan tujuan pinjaman tersebut digunakan disektor produksi untuk

memperoleh keuntungan.
2. Persetujuan yang harus dilaksanakan

Saat nasabah memilih untuk mempercayakan uangnya pada suatu bank maka
ia juga harus menyetujui syarat-syarat dan hal-hal yang berlaku pada suatu bank.

Pihak bankpun harus melaksanakan prestasi (kewajibannya) pada pihak nasabah

19 Rachamadi Usman, Op. Cit, hlm 275

11 . .
O.P. Simorangkir, Etika dan Moral Perbankan, Akademi I P
Jakarta, 1978, him 6 \ 1 Ilmu Perbankan Perbanas,



.

demikian pula sebaliknya. Sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan
keuntungan yang diharapkan karena masing-masing pihak dapat melaksanakan hak
dan kewajibannya sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan yang telah disetujui
kedua belah pihak.
3. Tidak menerima gift, upeti, atau uang pelicin

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya pihak bank atau karyawan suatu bank
dilarang untuk menerima hadiah, uang ataupun sejenisnya. Demikian pula pihak
nasabah pun dilarang atau tidak diperbolehkan untuk memberikan hadiah, uang
pelicin dan sebagainya dengan tujuan agar keinginannya dapat tercapai.
4. Memberi nasehat

Pihak bank dapat memberitahukan pada nasabahnya mana yang harus
dilakukan dan mana yang tidak sehingga pihak bank diuntungkan dan pihak nasabah
dapat memperoleh keuntungan pula. Oleh karena itu pihak bank dituntut dapat
memberikan transparansi produknya pada nasabah.
5. Mendidik nasabah

Bank harus mendidik nasabah agar memberi informasi yang jelas tentang
usahanya. Demikian juga halnya dengan nasabah, harus memberikan informasi yang
benar tentang kesehatan dan penyakit usahanya. Dalam hal ini nasabah antara harus
memberikan :

a. Keterangan keuangan secara kuantitatif harus jelas sehingga memudahkan

bank mengambil keputusan-keputusan yang seperlunya.



b. Menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan

dan perubahan-perubahan kekayaan bersih.

c. Menyajikan informasi lain yang diperlukan dalam hal tentang harta dan

kewajiban, dan lain-lain.

Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan perbankan dewasa ini sering terjadi
konflik antara pihak nasabah dengan pihak bank. Hal ini oleh karena kedudukan bank
selaku pelaku usaha dan nasabah selaku konsumen tidak seimbang, dimana konsumen
berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk
meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan menanggung resiko yang sekecil-

kecilnya oleh pelaku melalui penerapan perjanjian standar yang merugikan

konsumen. ?

Ketidakberdayaan nasabah selaku konsumen dalam menghadapi bank selaku
pelaku usaha sudah sangat jelas merugikan nasabah. Pada umumnya bank berlindung
dibalik Standart Contract atau Perjanjian Baku yang telah dilakukan oleh kedua
belah pihak, ataupun dengan alasan Prudential Banking Principle (prinsip kehati-
hatian bank).

Diantara banyak peistiwa yang terjadi, terdapat kelemahan-kelemahan yang
terjadi baik itu intern maupun ekstern dari nasabah itu sendiri. Kelemahan intern
yang menjadi faktor utama bagi nasabah itu sendiri yaitu tingkat kesadaran nasabah
akan hak-haknya yang masih rendah. Hal itu dikarenakan kalau nasabah tidak

menyetujui perjanjian kredit tersebut maka tidak akan mendapat pinjaman, jadi mau

' Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Op. Cir, him 12



tidak mau nasabah harus menyetujui perjanjian tersebut. Kelemahan intern dari
nasabah lainnya yaitu seperti orang menandatangani suatu konsep perjanjian kredit
tanpa membaca dengan teliti syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian itu. Hal ini
tidak hanya terjadi pada orang-orang awam, kurang mampu atau kurang
berpendidikan, tetapi juga orang-orang yang mengerti, mampu dan berkecukupan.
Kecerobohan ini disebabkan orang tidak mau pusing atau susah-susah meneliti
syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian kredit tersebut.

Dalam Undang- Undang Perbankan tidak terdapat ketentuan khusus yang
mengatur masalah perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit.
Dalam Undang-undang Perbankan tersebut hanya disebutkan pembinaan dan
pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia dan mengenai kredit. 13

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan,
antara lain ; Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang
No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan berbagai peraturan perundang-
undangan lainnya, hanya mengatur perlindungan kepada nasabah secara implisit.14

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa nasabah
adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Oleh karena itu nasabah dapat disebut
juga sebagai konsumen. Karena konsumen secara harfiah berarti seseorang yang

dapat membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang atau suatu perusahaan

‘ B www.detiknet.com/Bl Wajibkan Perbankan Laporkan Penanganan Pengaduan Nasabah,
diakses tanggal 14 Nopember 2006

' Djuhaendah Hasan, Op. Cit, him §



yang membeli barang tertentu atau menggunakan barang tertentu juga atau seseorang
yang menggunakan barang tertentu juga atau seseorang yang menggunakan suatu
persediaan atau sejumlah barang.”
Pengertian nasabah terdiri dari tiga jenis yaitu 18
1. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank
misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.
2. Nasabah debitur yaitu nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan
misalnya, kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank misalnya
transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri.
Untuk trensaksi semacam ini, biasanya importir membuka Letter of Credit
(L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.
Perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit merupakan salah satu tanggung
jawab bank dan hal itu merupakan bagian yang sangat penting untuk menciptakan
industri perbankan yang sehat dan stabil. Salah satu masalah yang terkait dalam
perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit adalah, masih belum adanya Undang-
Undang Tentang Perjanjian Kredit sehingga perlindungan nasabahnya tidak ada
ketegasan. |

Disamping itu, pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit pada

setiap bank berbeda karena perjanjian kredit tersebut ditentukan sepihak oleh bank.

5 .
BAZ. Nasution, Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada

Perlindun§an Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 him 69
' Ibid, him 68
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Dalam perjanjian kredit setiap bank mempunyai wewenang untuk menentukan
klausula perjanjian kreditnya sendiri sehingga posisi tawar nasabah atau konsumen
jauh dibawah pelaku usaha dalam hal ini adalah bank yang menyebabkan konsumen
berada pada pihak yang lemah.

Akan tetapi bank tidak dapat dengan leluasa mencantumkan klausula baku
dalam perjanjian kreditnya, karena dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) terdapat dua macam
larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku
atau klausula baku dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha, yaitu mengatur
larangan pencantuman klausula baku dan mengatur bentuk atau format, serta
penulisan perjanjian baku yang dilarang.

Adapun penyelesaian sengketa konsumen yang timbul sehubungan dengan
kegiatan pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen dapat diselesaikan melalui Pasal 45 antara lain menegaskan
bahwa penyelesaian dapat dilakukan melalui gugatan ke dan di luar pengadilan
berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa dan tidak menghilangkan
tuntutan pidana, apabila tersangkut dengan pidana (Pasal 47); Apabila tidak berhasil,
maka gugatan dapat diajukan ke lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa

konsumen, peradilan di lingkungan peradilan umum.
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Sehubungan dengan hal tersebut mendorong penulis untuk menuangkan
dalam bentuk skripsi dengan judul : “Perlindungan Nasabah Dalam Perjanjian
Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen”

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah
yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum nasabah debitur dalam perjanjian kredit
perbankan jika dihubungkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen ?

2. Bagaimanakah penyelesaian hukumnya terhadap nasabah debitur dalam hal
terjadi sengketa dalam perjanjian kredit perbankan menurut Undang-Undang

No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititikberatkan pada
bentuk perlindungan nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan dan

penyelesaiannya dalam hal terjadi sengketa dikaitkan dengan Undang-undang No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum nasabah debitur dalam
perjanjian kredit perbankan bila dihubungkan dengan Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan.

b. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap nasabah debitur dalam
hal terjadi sengketa dalam perjanjian kredit perbankan menurut Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat

a. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi baik oleh
nasabah selaku konsumen maupun bank selaku pelaku usaha.

b. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran bagi calon sarjana
dalam meneliti masalah perlindungan nasabah.

c. Secara khusus dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai
perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit perbankan bagi masyarakat

pada umumnya dan peneliti khususnya.
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E. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yaitu
penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan
yang tertulis, yang berkaitan dengan perlindungan nasabah khususnya
mengenai perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit. Juga didukung
dengan data lapangan sebagai data pelengkap.
2. Sumber Data
A. Data Sekunder
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data sekunder dan data primer.
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang
ada, meliputi :
1. Bahan hukum primer,
Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :
a). Undang-Undang No.10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.
b). Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
). Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2001 tentang Badan
Perlindungan Konsumen Nasional.

d). Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
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2. Bahan hukum sekunder,
Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai
kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :
a. buku-buku literatur;
b. hasil —hasil penelitian;
c. ketentuan-ketentuan lain yang memempunyai keterkaitan langsung
dan relevan dengan objek kajian penelitian.
3. Bahan hukum tertier,
adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
meliputi :
a). Koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah;
b). Internet;
¢). Kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan
B. Data Primer
Sedangkan data primer digunakan pada waktu melakukan penelitian
lapangan kepada pihak-pihak yang memberikan informasi sehubungan
dengan permasalahan skripsi ini, dalam hal ini pihak BPSK Palembang.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palembang, antara lain pada :

a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) JI. Merdeka

Palembang No. 6 Palembang (30131)




15

b. Warung internet DJ Net, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman

Palembang.
4. Tehnik Mengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka

penyusunan skripsi ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (/ibrary Research)
Yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dari
literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan perlindungan nasabah selaku
konsumen dalam perjanjian kredit.

b. Penelitian Lapangan (fie/d Research)
Dalam usaha mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan
skripsi, dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang
terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dengan
agar tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan diluar
dari daftar pertanyaan tersebut namun tetap berkaitan denagn ruang
lingkup permasalahan. Dalam hal ini penulis akan mengadakan
penelitian dan pengumpulan data pada Bank Sumsel dan Badan

Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Palembang.
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5. Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara
Deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan diolah,
dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam
bentuk-bentuk data yang menarik suatu kesimpulan dalam menjawab

permasalahan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Ahmadi Minu dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Al. Wisnubroto, et.al, Panduan Sukses Berperkara (Penyelesaian Efektif Sengketa
Konsumen), PIRAC bekerjasama dengan The Asia Fondation, Jakarta, 2003

A.Z. Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada
Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Djuhaendah Hasan, et.al, Pengkajian Masalah Hukum Kebebasab Berkontrak dan
Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank
Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

, Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Raja
Grafindo Persada, 2001

Joni Emirzon, Hukum Perbankan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
Palembang, 1998

Juli Irmanyanto, et.al, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Universitas Trisakti,
Jakarta, 2002

Ketut Ridjin, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut
Pandang Perjanjian Baku (standar), Bina Cipta, Bandung, 1986

, Aneka Hukum Perjanjian , alumni, Bandung, 1994

84

I



85

Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1998

Munif Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002

N. H. T. Siahaan, HUKUM KONSUMEN Perlindungan Konsumen dan Tanggung
Jawab Produk, Panta Rei, Jakarta, 2005

O. P. Simorangkir, Etika dan Moral Perbankan, Akademi Ilmu Perbankan Perbanas,
Jakarta, 1978

Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000

Sutan Remi Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi
Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institit Bankir Indonesia,
Jakarta, 2003

Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktet Penegakan Hukum, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Daftar Perundang-Undangan :

Undang- Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Beserta
Penjelesannya,Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Beserta penjelesannya, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata
Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen



86

Akses Internet :

www. Detiknet.com/BI Wajibkan Perbankan Laporkan Penanganan Pengaduan
Nasabah, diakses tanggal 14 Nopember 2006

"



